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ABSTRAK

Toyyibah 2024: Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember ( studi
kasus Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember)

Kata kunci; implementasi, kesejahteraan sosial.

Kabupaten jember menerbitkan peraturan daerah No. 8 tahun 2015 tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aturan dalam peraturan daerah tersebut
menetapkan larangan untuk melakukan penggelandangan, mengemis, dan
ngamen. Pada konteks ini, maka dinas terkait memiliki kebijakan penanganan
terhadap aturan tersebut sehingga segala bentuk pelanggaran yang dimaksud tidak
terjadi lagi, hingga saat ini kabupaten jember, khususnya kecamatan kaliwates
masih terdapat bentuk pelanggaran seperti yang- dijelaskan dalam pasal tersebut,
sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah no
8 tahun 2015 yang digadang sebagai Solusi kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni (1). Bagaimana
efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun
2015 Tentang KesejahteraanSosial? (2): Bagaimanay upaya-penegakan hukum
Peraturan‘Daerahl Kabupaten Jember Nomor-8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Sosial?.

Fujuan | dari-penclitian’, ini untuk \memahami efcktivitas implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Sosial, dan Mengetahudi upaya penggakan) hukum Peératuran Daerah Kabupaten
Jember Nomor 8 Tahun 2015-Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis
penelitian normative empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni
wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menganalisis data primer dan skunder serta teori dan pendapat
para pakar yang relevan dengan penelitian ini.

Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yakni pertama (1):
implementasi perda No 8 tahun 2015, oleh dinas sosial telah dilaksanakan melalui
kebijakan penanganan dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, dan
pengamen. Namun pelaksanaan dari dua kebijakan tersebut tidak terlaksana secara
maksimal yang disebabkan oleh program pembinaan yang sepenuhnya tidak dapat
memberikan Solusi kesejahteraan terhadap gelandangan, pengemis dan
pengamen. Sedangkan adanya (2) upaya hukum yang dilaksanakan melalui
Tindakan pengusiran, sanksi administrasi, dan penangkapan tidak memberikan
efek jera terhadap pelanggar peraturan daerah kabupaten jember No 8 Tahun
2015.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu mnegara yang terbilang maju dan
berkembang, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini
disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan nasional, keterbatasan
pembangunan infrastruktur, dan kurangnya perbaikan dalam pengembangan
sumber daya manusia jika. dibandingkan dengan standar global.” Kemajuan
masyarakat madani atau civil society, yang melibatkan interaksi antara negara,
masyarakat, dan pasar, berkembang pesat seiring dengan arus globalisasi yang
memengaruhi’ selurah aspek kehidupan‘manusia. Sc¢suai‘déngantamanat dari
pasali\34 ayat(1)-Undang-undang Dasar\Negara Republik Indonesia termaktub
“Negara memiliki ytanggung jjawab yuntuky melindungi kesejahteraan fakir
miskin dan anak terlantar.” Untuk memenuhi tanggung jawab ini, diadakan
program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial sebagai oleh pemerintah sebagai wujud dari hak dasar
warga negara yang hidup dalam kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di
Indonesia masih terlihat dari data profil kemiskinan di negara ini.

Kemiskinan, pada dasarnya, disebabkan oleh ketidakmampuan
seseorang untuk memperoleh pekerjaan pada usia kerja, yang sering kali
dipicu oleh kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan atau dengan terjadinya

pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat krisis ekonomi yang

2 Nyimas Azizah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, Yaris Adhial Fajrin, “Kajian Yuridis
Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis” Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 11, No, 203 2020



mengakibatkan adanya pengangguran. Dilihat dari penelitian yang
disampaikan oleh Soetomo dalam karyanya, kemiskinan bisa timbul dari
aspek individu, seperti kurangnya motivasi untuk bekerja dan rendahnya
kemampuan dalam menanggapi tantangan sehari-hari. Selain itu, rendahnya
tingkat pendidikan juga memiliki peran besar dalam memperburuk masalah
kemiskinan. Pembangunan memiliki dampak positif dan negatif yang sulit
dihindari, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat dampak positifnya
sambil mengurangi dan mencegah dampak negatifnya. Salah satu dampak
negatif dari pembangunan adalah meningkatnya jumlah pengemis, terutama di
perkotaan; yang-menjadi perhatian serius karenaberdampak. pada,peningkatan
masalah sosial., Meskipun secara, fisik pengemis., betintetaksi. dengan
masyarakat sekitarnya, mereka sebenarnya terisolasi karena keterbatasan akses
terhadap fasilitas yang'ada. ‘Banyak' orang-sehat Yyang memilih mengemis
karena terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya pengetahuan dan
keterampilan, serta masalah urbanisasi dan kecacatan.

Dampak meningkatnya pengemis juga mencakup ketidaktersediaan
sosial yang mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota.?
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan
menerapkan peraturan yang melarang pengemis di tempat umum. Hukum dan

masyarakat, sebagai dua entitas yang berbeda, saling mendukung dalam

® Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, (Skripsi: UIN Alauddin, 2017), 2



kehidupan sosial. Keberadaan hukum juga bergantung pada partisipasi
masyarakat.4

Pada periode 2021-2022, terdapat penurunan yang signifikan dalam
observasi terhadap keberadaan pengemis di  Kabupaten Jember. Namun
demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan
penurunan persentase kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Jember, angka pengemis masih tetap tinggi. Pengemis di
Jember tidak semuanya merupakan orang miskin yang mengalami kesulitan
dalam mencari pekerjaan; sebagian merupakan individu yang memilih
mengemis dengan alasan penghasilan yang lebih mmenjanjikans>

Selain jtu, belum tetlihat.upaya yang efektif dari.Satuan Polisi Pamong
Praja (Sat Pol PP) dalam menindaklanjuti fenomena tersebut, terutama. di
kecamatan Kaliwates yang metupakan-pusat-kota! Kabupaten Jember. Hal ini
dapat terlihat dibeberapa titik ramai dikecamatan Kaliwates yang mana
Kecamatan Kaliwates merupkan pusat kota Kabupaten Jember. Dikecematan
Kaliwates merupakan sebuah objek pengemis yang begitu tepat karena
kecematan kaliwates sebuah jalan kota yang alurnya dari berbagai kota,
sehingga di diberbagai titik yaitu di Argopuro ini yang menjadi sasaran
pengemis, manusia badut, disabilitas, angklung, dan bayak lagi lainnya yang

menyerupai hal tersebut.

* M.Muashafi Dan Marzuki, Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian
Sosiologi Hukum, (Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9 No 1, 2018), 50

® BPS: Jumlah penduduk Miskin di Jember Pada 2022 Menurun Diakses Pada Tanggal 19
September 2023, 11.54 WIB https://news. republika.co. id/berita/ rnafv3428/bps-jumlah-
penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurunhttps://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-
jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun
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https://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun

Fenomena pengemis di daerah perkotaan dinilai memberikan kesan
negatif yang merusak pemandangan kota dan mengganggu kenyamanan
malsyarakat.6 Diperlukan peran serta pemerintah Kabupaten Jember dalam
menerapkan kebijakan hukum yang tepat serta meningkatkan lapangan
pekerjaan. Pengemis, sebagai kelompok masyarakat terpinggirkan, seringkali
menjadi sasaran stigma negatif dan merupakan salah satu indikator tingginya
tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, implementasi undang-undang yang ada
perlu dipatuhi dan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini..

Aturan terkait fenomena tersebut, termasuk penyalahgunaan fasilitas
umuim; pergelandangan,;pengemisan,-dan tindakan, memberikan-uang kepada
pengemis (pihak yang memberi respons), diatur_dalam Pasal 73 Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 “setiap orang/lembaga/badan
hukum dilaran melakukan: a.‘“Pergelandangan, péngemisan, prostitusi baik
perorangan atau kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk
menimbulkan belas kasihan, imbalan dan / atau orang lain; b. Memperalat
orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam
kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan
pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan setiap orang/ lembaga/ badan
hukum dilarang memberi uang dan/ atau barang dalam bentuk apapun kepada
gelandangan dan pengemis ditempat umum”.

Namun, aturan ini seringkali diabaikan oleh berbagai pihak, baik

individu maupun kelompok. Penempelan plang-plang bertujuan untuk

® Moh Mahdy Abyyu, Yunitasari Anggraeny dan Velysa Novita Hariyanto, Drama Turgi
KehidupanPengemis Di Alun-Alun Kabupaten Jember, (Jurnal Humaniora Dan Pendidikan),
Inovasi Vol 2 No. 2, 2023, 144



meningkatkan kesadaran terhadap aturan ini, baik bagi masyarakat umum
maupun instansi terkait, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif.
Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember menjadi landasan untuk menjaga
stabilitas penanganan oleh lembaga terkait, khususnya Dinas Sosial Jember.
Selain melakukan penertiban, diperlukan tindakan lanjutan dalam bentuk
penanganan yang berkelanjutan terhadap semua bentuk pelanggaran tersebut.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana
penegakan peraturan daerah telah berjalan dan tingkat kepatuhan terhadap
regulasi penanganan pengemis di Jember. Pelaksanaan Peraturan Daerah
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Dalam penelitiaLlluale terll:;pat lb?kus l)gnelitian, yang mana fokus
penelitian tersebut dikenal juga sebagai fokus kajian. Bagian penelitian ini
mendeskripsikan secara universal yang berasal dari latar belakang masalah
yang mengindikasikan tentang permasalahan yang akan diselidiki ditemukan
belum adanya penyelesaian atau dijawab secara memuaskan.
1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015
Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Gepeng Menurut Perda

Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran arah atau langkah yang
akan diambil di dalam pelaksaan penelitian. Serta tujuan tersebut haruslah
memiliki kesesuaian dengan perumusan masalah yang sudah diuraikan
sebelumnya. Berikut tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Perda Kabupaten Jember

Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng.

2. Mengetahui upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Menurut Perda

Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.
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ketika penelitian tlelahléelesMila Kan. [Adaplih manfaat tersebut dapat
bersifat teoritis maupun praktis, baik bagi penulis, instansi yang bersangkutan,
dan masyarakat pada umumnya. Berikut susunan manfaat penelitian adalah:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman
dan pengetahuan dalam bidang hukum Tata Negara, terutama terkait tata
kelola pemerintahan dan masyarakat yang menjadi dasar dalam perda
tersebut.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini secara praktis memberikan kebermanfaatan bagi

masyarakat dengan menyediakan informasi dan pemahaman yang berguna



dalam menghadapi dinamika yang ada. Penelitian ini juga memberikan
masukan bagi subjek hukum dan masyarakat umum untuk mempermudah
mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga
menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca
terkait dengan peraturan daerah yang digunakan dalam penegakan hukum
dan tata kelola masyarakat.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah bertujuan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya
beberapa perbedaan dalam pemahaman istilah yang nantinya akan digunakan.
Tujuannya adalah-untuk,-menghindari kesalahpahaman-dalam ;penjelasan
istilah _yang_ tercantum _dalam, skcipsi ini .dan _untuk . mempermudah
pemahaman. Berikut adalah definisi 1stilah yang dimaksud:
1. Implementasi
Secara umum, implementasi merujuk pada pelaksanaan rencana
yang telah disiapkan secara matang, teliti, dan terperinci. Hal ini berarti
bahwa implementasi dilakukan setelah terdapat perencanaan yang baik dan
telah disusun dengan cermat atau bahkan jauh sebelumnya, sehingga
terdapat kejelasan serta kepastian berkenaan dengan perencanaan itu
sendiri. Implementasi juga berfungsi sebagai medium guna menjalankan
suatu tindakan yang menghasilkan konsekuensi atau efek tertentu. Hal
tersebut merupakan kegiatan atau aktivitas yang disusun dan direncanakan

dengan sungguh-sungguh serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang



ditentukan supaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.7
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan daerah yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan
bersama bupati atau kepala daerah yaitu suatu aspek dari pembangunan
sistem hukum nasional.® Adapun peraturan daerah yang dimaksud atau
dikaji dalam penelitian ini adalah Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Kesejahteraan Sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai format atau
alur,dari jalannya,penulisan ;mulai,dari. pembahasan, yakni, dimulai dari bab
pendahuluan sampai pada, bab.yang terakhir yaitu penutup. Ditulis dengan
kerangka deskriptifnaratif, tidak dalam bentuk seperti daftar isi. > SelanjUtnya
penulis menjelaskan bagian-bagian di dalam skripsi serta yang berkaitan
dengannya secara sistematis.

Bab pertama adalah pendahuluan pada bab ini merupakan uraian yang
berisi tentang, konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat,
definsi istilah, dan sistematika pembahasan..

Bab yang kedua adalah uraian penjelasan mengenai sumber-sumber
atau hal- hal yang bersifat teoritis dengan muatan mengenai penelitian

terdahulu serta kajian teori atau bisa disebut dengan kajian pustaka,

" Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Ahli KBBI dan Secara Umum”
Agustus 27, 2018.Diakses Pada 19 September 2023 Jam 12.41 WIB. https://www. zonareferensi.
com/ pengertianimplementasi/html

¥ Suko Prayitno, Miksnisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya
Berdasarkan Asas Lex Suporiori Derogat Legi In Periori, (Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika
Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No.2,2017) 111
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menyangkut implementasi Perda Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Bab yang ketiga merupakan rangkaian penjelasan mengenai metode
penelitian yakni, serangkaian teknis yang digunakan peneliti untuk melakukan
penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat.

Bab yang ke empat merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian
yang berkenaan dengan hasil penelitian, baik diperoleh melalui analisis data
maupun berupa penyajian data.

Bab kelima merupakan akhir dari sistematika pembahasan, dimana
ONVERSTTAS TSUART NEGERT
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu
1. Hasil penelitian Ina Soraya, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar (2017) “Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam
Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.

Skripsi ini mengulas peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam
menangani pengemis di Kecamatan Panakkukang serta hambatan yang
dihadapinya. Di dalam penelitian kali ini merupakan penelitian yang
bersifat kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan komunikatif serta
sosiologi ‘disertai déengan upaya wawancaravterhadap.beberapa narasumber
dan’observasi:

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni objek penelitian
adalah penanganan pengemis dan metode penelitian juga sama-sama
menggunakan empiris. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan
sudut pandang dinas sosial sebagai pelaksana sedangkan pada penelitian
peneliti fokus pada implementasi peraturan daerah yang bertepatan di
kabupaten jember

2. Aziza Hartati, UIN Suka Riau (2018) “Implementasi Peraturan
Daerah (PERDA) Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 Tentang
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum
Islam”.

Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang implementasi Peraturan

Daerah No. 7 tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

10
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dalam perspektif Hukum Islam serta pandangan Hukum Islam terhadap
peraturan tersebut. Informasi diperoleh dari Dinas Sosial, SatPol PP, serta
pihak gelandangan dan pengemis. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif, juga dikenal sebagai analisis isi
(content analysis), yang menggambarkan secara utuh dan nyata tentang
implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 mengenai penanganan
gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu.

Kedua peneliti ini sama-sama membahas penerapan peraturan
daerah dalam penanggulangan pengemis dan menggunakan metode
penelitian empizis- Letak ,perbedaan, diantara keduanya-ada,pada tinjauan
atau perspektif _dalam, penelitian . ini menggunakan perspektif hukum
Islam. serta konteks permasalahan di Bengkulu, sementara penelitian®ain
tidak memakai perspektif¥ hukum” Islam dan. berfokus pada konteks
permasalahan di Kabupaten Jember
Muchlis Laksmana Putra, Universitas Islam Indonesia (2019)
“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa
Yogyakarta”.

Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2014 dianalisis dari perspektif sosiologi hukum di Daerah
Istimewa Yogyakarta? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi
penanganan gelandangan dan pengemis di DIY? Penelitian ini bertujuan

untuk menyelidiki implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014



12

Tentang Gelandangan dan Pengemis dalam Konteks Sosiologi Hukum di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Sama seperti penelitian sebelumnya, kedua peneliti ini
menjelaskan tentang penerapan peraturan. daerah dalam penanganan
pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris. Namun,
perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu dari perspektif dinas sosial sebagai pelaksana,
sementara penelitian lain fokus pada implementasi peraturan daerah yang
berlangsung di Kabupaten Jember.

. Nyimas Azizah,Jehan-Yusaviera, Holiyatul Faredis;-.dan,Yaris Adhial
Fajrin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2012)
Jurnal Cakrawala Hukum, “Kajian Yuridis Peraturan Daeérah
Mengenai Larangan-Pengemis”

Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengemisan di
tempat umum? Apa faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pasal
13 Peraturan Daerah Kota Malang terkait pengemisan di tempat umum?
Meskipun pengemisan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dalam Pasal 504 buku III dan dianggap sebagai
pelanggaran terhadap ketertiban umum, Kota Malang memiliki regulasi
yang lebih spesifik mengenai larangan melakukan pengemisan,

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang
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Meskipun telah berlalu beberapa waktu sejak diberlakukannya
Pasal 13 ayat (1) PERDA Nomor 2 Tahun 2012, penerapannya masih
belum efektif karena banyak orang masih mengandalkan cara mengemis
atau meminta uang. Pengemis di Kota Malang masih sering ditemui di
tempat-tempat umum seperti jalan, area kampus, pusat perbelanjaan, dan
objek wisata. Beberapa faktor menjadi penghambat dalam penerapan Pasal
13 ayat (1) PERDA Nomor 2 Tahun 2012, termasuk kemiskinan, pola pikir
masyarakat dan pengemis, serta jumlah pengemis dari luar kota yang

bermigrasi ke Kota Malang.

Table 2:1
Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1 Ina Soraya Peran] Dinas 4Sosial | Dalam Jpenelitian | Perbedaannya pada
Kota Makassar ‘Dalam | ini memiliki | penelitian ini
Penanganan Pengemis | persamaan yakni | menggunakan sudut
Di Kecamatan | objek penelitian | pandang dinas sosial
Panakkukang  Kota | adalah sebagai pelaksana
Makassar. penanganan sedangkan pada
pengemis dan | penelitian peneliti
metode penelitian | fokus pada
juga sama-sama | implementasi
menggunakan peraturan daerah
empiris. yang bertepatan di
kabupaten Jember.
2 Aziza Hartati Implementasi Kedua peneliti ini | Kedua peneliti ini
Peraturan Daerah | sama-sama sama-sama
(PERDA) Kota | membahas membahas penerapan
Bengkulu No 7 Tahun | penerapan peraturan daerah
2017 Tentang | peraturan daerah | dalam
Penanganan dalam penanggulangan
Gelandangan Dan | penanggulangan | pengemis dan
Pengemis Dalam | pengemis dan | menggunakan metode
Perspektif Hukum | menggunakan penelitian  empiris.
Islam metode penelitian | Letak perbedaan
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empiris.

diantara  keduanya
ada pada tinjauan
atau perspektif dalam
penelitian ini
menggunakan
perspektif hukum
Islam. serta konteks
permasalahan di
Bengkulu, sementara
penelitian lain tidak
memakai  perspektif
hukum Islam dan
berfokus pada
konteks
permasalahan di
Kabupaten Jember.

Muchlis Laksmana
Putra

Implementasi
Peraturan Daerah
Nemeoy A-Tahun 2014
Tentanhg ! Penanhganan
Gelandangan Dan
Pengemis’, Di Daerah
Istimewa Yogyakarta

kedua peneliti ini
menjelaskan
tentang penerapan
peraturan “daerah
dalam,
penanganan
pengemis
menggunakan
metode “penelitian
empiris.

dan

kedua peneliti ini
menjelaskan tentang
penerapan peraturan
daerah dalam
penanganan
pengemis dan
menggunakan metode
penelitian  empiris.
Namun,
perbedaannya terletak
pada sudut pandang
yang digunakan
dalam penelitian ini,
yaitu dari perspektif
dinas sosial sebagai
pelaksana, sementara
penelitian lain fokus
pada  implementasi
peraturan daerah
yang berlangsung di
Kabupaten Jember.

Azizah
Yusaviera,
Farodis,

Adhial

Nyimas
Jehan
Holiyatul
dan Yaris
Fajrin

Cakrawala
“Kajian

Jurnal
Hukum,
Yuridis Peraturan
Daerah Mengenai
Larangan Pengemis
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B. Kajian Teori
1. Teori efektivitas hukum
Penilaian terhadap undang-undang yang memenuhi persyaratan
tertentu, seperti validitasnya dari sudut pandang filosofis, sosial, dan
hukum disebut sebagai efektivitas hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat meliputi (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) sarana atau fasilitas yang
digunakan oleh penegak hukum (3) petugas atau penegak hukum, dan (4)
kesadaran masyarakat.lo
Menurut,Patrieia, Buhler; efektiyitas tidak ;hanya sekadar ymelakukan
pekerjaan_dengan benar, tetapi juga melakukannya dengan_efisiensi. Ini
juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengukur seberapa baik
input yang digunakan-dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, yang
merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Oleh karena itu, dalam berbagai situasi, pengguna yang efektif dan efisien
seringkali  digunakan bersamaan. Efektivitas menjadi indikator
keberhasilan dalam menjalankan tugas sesuai rencana, baik itu dalam
konteks individu, organisasi, maupun lembaga, dengan dukungan dari
profesional berpengalaman, pengetahuan yang memadai, dan sumber daya
yang cukup.™
Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk

menciptakan atau menghasilkan kondisi atau situasi yang diinginkan atau

Oy Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 62.
“Daniel, Menajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Abitility And Power
Laeadership, (UIN Sumatera Utara Medan, PPMPI, 2018),45.
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diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sebuah produk hukum dianggap efektif
ketika produk hukum tersebut telah diimplementasikan atau dilaksanakan
secara efektif dalam pratktiknya.12

Menurut Bronislaw Malinowski, teori efektivitas pengendalian sosial
atas hukum tercermin dalam tiga masalah, yakni: pertama, dalam
masyarakat modern, keteraturan sosial dijaga melalui sistem pengendalian
sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk menerapkannya, hukum
didukung oleh berbagai alat kekuasaan seperti kepolisian dan pengadilan

yang diorganisir oleh negara. Kedua, dalam masyarakat primitif, seringkali

idaqui -Tla }(gklra oaR npen [Ke:tig%faﬁ ini( tiij},\L pertanyaan

a ahl_dr K aS}l/&ak f W 1%11 ada 5/1@111 wski
KIA ), ] Q

menganalisis  /efektivitas  hukum masyarakat an
membedakannyla nlenjadMu }e}ns yaltul ‘masyarakat modern dan
masyarakat primitif.

Masyarakat modern didefinisikan oleh perekonomiannya yang
didasarkan pada pasar yang luas, spesialisasi industri yang tinggi, dan
penggunaan teknologi canggih. Di dalam konteks masyarakat modern,
hukum yang disusun dan diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang
ditegakkan oleh lembaga kepolisian, pengadilan, dan sejenisnya.
Sementara itu, masyarakat primitif mengacu pada masyarakat yang

memiliki sistem ekonomi yang lebih sederhana.

2 Ria Ayu Novita, Aung Basuki Prasetyo,Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di
Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, 2017, Vol. 6
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Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum terdiri dari lima faktor
yang saling terkait erat karena menjadi inti dari proses penegakan hukum
dan juga menjadi standar bagi efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor
efektivitas hukum yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto meliputi:
pertama, karakteristik hukum itu sendiri; kedua, permasalahan atau
hambatan dalam penegakan hukum yang timbul dari ketidakpatuhan
terhadap prinsip-prinsip. yang dinyatakan dalam undang-undang; ketiga,
faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat,
faktor masyarakat penegan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat;
kelima, faktor kebudayaan.13
Teori Kepastian Hukum

Kehadiran kepastian™ hukum menjadi harapan bagi mercka yang
mencari keadilan terhadap! tindakan seweénang-wenang dari aparat penegak
hukum, yang terkadang cenderung bersikap arogan dalam pelaksanaan
tugas mereka. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat memiliki
pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan
ketentuan hukum. Tanpa kepastian hukum, individu mungkin akan
kebingungan dalam menentukan tindakan mereka, tidak mengetahui
apakah tindakan tersebut sesuai atau melanggar hukum. Kepastian hukum
dapat direalisasikan melalui penyusunan undang-undang yang baik dan
jelas serta penerapannya yang konsisten. Dengan kata lain, kepastian
hukum mencakup kejelasan mengenai apa yang diatur oleh hukum, siapa

yang terlibat, apa yang dilarang atau diperintahkan, dan sanksi yang akan

130.

% Harris Y.P. Sibuea, “Penegakan HukumPengaturan Minuman Beralkohol” Juni 2016,
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diberlakukan. Meskipun demikian, kepastian hukum sebaiknya tidak
dipandang sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan setiap saat, tetapi

sebagai alat yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada,

dengan memperhatikan prinsip manfaat dan efisiensi.'*

Kepastian hukum merupakan kejelasan yang mutlak dan adil dalam
aturan mainnya. Kejelasan ini menjadi panduan bertindak yang adil karena
mengikuti standar-nilai yang diakui secara umum. Kepastian hukum
adalah persoalan yang hanya dapat diselesaikan secara normatif, tidak
dapat ditanggapi melalui sudut pandang sosiologis.™

Dengan sifat yang bersifat normatif, kepastian hukum menciptakan
aturan 'yang-jelas’ ‘dan/ sah’ yang'-mengatur' Secara-'fegas. ‘dan pasti.
Keterangannya yang jelasimenghilangkan-keraguan“atau penafsiran ganda
dan berlaku dengan k€absahan yangtidak berténtangan dengan norma lain.
Kepastian hukum berlaku sebagai pedoman hukum, haruslah sesuai
dengan perlakuan yang jelas dalam hukum serta tidak bisa berubah dan
konsekuensinya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang memiliki sifat
partisan. Hukum yang ideal adalah ketetapan, ketentuan, atau norma yang
jelas dan adil, sementara itu termasuk kepada hukum yang tidak baik
merupakan ketetapan, ketentuan, atau norma yang bersifat tidak mutlak

dan tidak seimbang.16

4 Resum Perkara No. 17/PHP.BUP-XIV/2018, (Jakarta,3Agustus,2018)

BDominikus Rato, Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan
Memahami Hukum (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017). 59

1 C.S.T. Kansil et al., Kamus Istilah keberagaman Hukum (Jakarta: Puataka Sinar
Harapan, 2010). 385
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Berikut pendapat beberapa para ahli berkaitan dengan toeri-teori
kepastian hukum:

1) Menurut Fence M. Wantu, kepastian hukum harus dapat
mempertahankan makna dan fungsinya sebagai pedoman maupun
panduan di dalam bermasyarakat. Tolak ukur standar yang jelas produk
dari kepastian hukum harus diikuti oleh setiap seseorang yang taat
terthadap undang-undang. kejelasan, kepastian, dan ketegasan
merupakan acuan pemahaman ‘dalam rangka proses pembentukan
hukum sosial.'’

2)  Menurut-Van Apeldeorn,-rujukan dari istilah ‘‘kepastian hukum ~ dapat
juga diartikan sebagai mengacu pada, segala sesuatu atau.pada _segala
hal yang bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan“dan
fungsi keberadaan kepastian' -hukum ialah memberikan kepastian
bahwa peraturan yang bakal diberlakukan, bahwa hak-hak individu
akan diakui, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.
Kepastian hukum berperan sebagai benteng legal terhadap
penyalahgunaan kekuasaan karena menjamin bahwa setiap orang akan
memperoleh apa yang seharusnya mereka terima.”®

3) Menurut Radbruch Gustav, dapat dipahami bahwa norma memerlukan

aspek yang kokoh seperti keadilan dan kepastian hukum. baginya,

suatu yang dapat mencerminkan kepercayaan dan keyakinan terhadap

YFence M. Wantu, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam
Proses Peradilan Perdata) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 35

'8]da Budhiati, Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah
Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu (Jakarta: Sinar
Grafika, 2020). 18
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hukum tersebut merupakan kepastian hukum, terutama hukum positif

yang diatur oleh undang-undang, yang menghasilkan stabilitas dalam

tata hukum. Menurutnya, meskipun tidak selalu adil, hukum positif

yang mengatur kepentingan individu dan masyarakat harus tetap

dijunjung tinggi. Radbruch mengidentifikasi empat aspek mendasar

terkait kepastian hukum yakni sebagai berikut:

a. Undang-undang adalah hukum positif

b. Keberpijakan hukum terhadap kenyataan, karena hukum harus
dilaksanakan berdasarkan fakta.

URIVERSITAS TSEANM NE GERE ™
HAIT ACHMAD STDDTQ™
K [ A l mené lkan kesalahpahaman di dipan umum.
4) M Jan Otto ber&e;daMaitl%ahJ;kepLgtian hukum dalam situasi

tertentu mensyaratkan sebagai berikut:**

a) “Negara dalam menerbitkan aturan harus jelas, jernih dan konsisten
serta mudah didapatkan (accesible).

b) Pelaksanaan aturan oleh pemerintah dengan kepatuhan dan taat
serta konsisten serta dilaksanakan secara keberlanjutan.

C) Aturan yang dibuat tetap memperhatikan kebutuhan dan
penyesuaian perilaku masyarakat serta disetujui oleh masyarakat

itu sendiri.

Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum Di Negara Berkembang, ed. Tristam Moeliono
(Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003). 26
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d) Setiap hakim (penegak hukum) harus mandiri dan tidak berbelah
pihak dalam penerapan aturan hukum serta konsisten dalam
sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum.

e) Keputusan dapat diterima dan dilaksanakan secara kongkit”.

1) Kelima syarat yang disajikan oleh Jan M. Otto menegaskan bahwa
untuk mencapai kepastian hukum, substansi hukum haruslah sesuai
dengan tuntutan masyarakat. Hukum yang efektif dalam menciptakan
kepastian adalah yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat.
Dalam konteks ini, kepastian hukum yang sejati diperoleh ketika

URTVERSTTAS ISEANMREGERF™

KIACHAIT ACHMAD SIDDIQ.,

udikno rtokusumo menyatakan bahwa kepastian

jaminan atas kl\é;tuhMtethg)ap Ll;kunl,{ memungkinkan individu
dengan hak-hak tertentu untuk memperoleh hak-hak tersebut secara
sah, serta memfasilitasi eksekusi keputusan hukum. Sementara itu,
walaupun keadilan dan kepastian hukum saling berkaitan erat,
keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Keadilan cenderung
bersifat subjektif, individualistis, dan tidak bersifat universal,
sementara hukum memiliki sifat universal yang mengikat semua
individu tanpa pengecualian.20

3) Nurhasan Ismail menekankan bahwa “untuk menciptakan kepastian

hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan syarat-syarat

®F. Fernando. M Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta:
Kencana, 2016). 21
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yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri”.
Pertama, kejelasan konsep harus menjadi prioritas. Standar hukum
harus memberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan tertentu,
yang kemudian dikelompokkan dengan klasifikasi dan semacamnya.
Kedua, lembaga pembuat peraturan perundang-undangan harus
memiliki hierarki kewenangan yang terdefinisi dengan baik. Hal ini
penting karena akan memengaruhi kelegalan dan penegakan peraturan
yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Klarifikasi hierarki menjadi
aspek yang sangat penting. Keberadaan sesuatu yang memiliki
 kewena , untuk-menetapkan, dan,m t-baik-undang-undang
URTVERSITAS TSLANM REGER]
[ﬂa]fir &j:tlnan khqui_fi ebut Kbﬁai §TII§ tﬁnf qlan
K [ A nantinya a merépat an arahan yang jelas berkat kejelasan hierarki

. D . D,
tersebut. KJtigalJaaruMem}le?tahaLkan l(bnsistentsi standar hukum

dalam peraturan perundang-undangan.21

4) Menurut Fernando M. Manulang, kepastian hukum mencakup
implementasi hukum sesuai dengan isi undang-undang, sehingga
masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum diterapkan dengan
benar. Untuk memahami nilai kepastian hukum, penting untuk

mempertimbangkan seberapa erat nilai tersebut terhubung dengan

21Sitanggang. Djernih, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam
Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Pustaka
Reka, 2021). 11
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kerangka hukum positif dan peran negara dalam mengubahnya
menjadi hukum yang berlaku.”

5) Menurut pandangan Kelsen, “dasar yang dapat memastikan bahwa
hukum haruslah bersifat pasti dan jelas serta dapat dimengerti oleh
seluruh individu merupakan kepastian hukum. prinsip tersebut pula
memberikan ketegasan tentang ke konsistenan dan keadilan dalam
penerapan hukum,  dengan tanpa ‘adanya keterlibatan pengaruh
kepentingan pribadi tiap individu atau Tindakan-tindakan yang

diskriminatif”. %
UN Fﬁrkf*’iapsd FEAS TS AR NEGERT "

t par a
KIALHAILACHMAR, SIDDIQ.,
ller Lon“dalam karyanya orality of Law”, menga
sebagai sua}u sistem Mm Léng 'Jeibenlﬁk dari aturan-aturan yang

tidak dibuat berdasarkan penilaian yang menyesatkan terhadap situasi
tertentu merupakan kepastian hukum itu sendiri. Aturan-aturan itu
sendiri haruslah diumumkan atau dipublish dan tidak boleh diterapkan
secara retrospektif karena dapat merusak integritas sistem hukum.
Aturan-aturan tersebut juga haruslah dapat dipahami oleh masyarakat

umum. Konflik antara dua aturan harus dihindari, tindakan yang

?Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,.
(Jakarta. Bumi Aksara), 98

2Kelsen. Hans, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara/Hans Kelsen, ed. Raisul
Muttagien (Bandung: Nusa Media, 2018). 75
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berlebihan tidak diperlukan, dan aturan tidak boleh sering diubah.

Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten setiap hari.?*

2) Menurut pandangan Paul Scholten, kecenderungan yang menuntut
pemahaman yang mendalam tentang hukum adalah hal umum,
meskipun tidak selalu terjadi.”

3) Menurut Sudikno, hubungan antar undang-undang adalah fondasi dari
kepastian hukum. rujukan terhadap prinsip-prinsip dasar yang berlaku
umum atau yang didasarkan pada aturan perundang-undangan khusus
atau dapat diartikan sebagai hukum positif, serta dapat dikenali dengan

URIVERSTIRS TS AR NEGERI™™"

26

KIAUHATT ACHMAD SIDDI
% Cale ée]jan memgﬂ sebuah pandangan baQa Qsep
fundamenta‘ ya\lg‘lsestenéa% an:fna alé)u ketentuan yang bersifat

universal dalam sistem hukum merupakan prinsip dasar kepastian

hukum. %

5) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum terwujud melalui
pembentukan hukum positif dalam masyarakat, dimana hal ini
merupakan prinsip dasar yang ditafsirkan dari hukum positif, dan
yurisprudensi tersebut tidak dianggap berasal dari norma yang lebih

umum. 28

*Francisca Wira, Kepastian Hukum Pemegang HGB Di Atas HPL Dalam Perjanjian
Penjaminan Kredit Perbankan (Bandung: Alfabeta, 2016). 45
®Francisca. 45
Francisca. 45
“"Francisca. 45
SFrancisca. 45
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Dapat dipastikan bahwa keberadaan hukum yang mencakup prinsip
keadilan, dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti guna membuat
standar yang membuahkan hasil keadilan merupakan kepastian hukum.
Penting untuk menjaga keadilan dan ketegasan hukum dalam memastikan
keamanan dan keteraturan dalam suatu pemerintahan. Menurut teori
kepastian hukum, pencapaian nilai-nilai seperti kebahagiaan dan keadilan
menjadi tujuan utama. Kepastian hukum berasal dari prinsip legalitas, di
mana sebelum terjadinya suatu pelanggaran haruslah ‘'undang-undang

tersebut ditetapkan terlebih dahulu.?
UNHPERSITAS TS AV RECERT "=
m di_Indongsia, yang n banyak ra atur
KIATETATE KCRINIATS SIS

dengan tepa rentan ter adap tekanan politik dan sosial. entmg untuk
menciptakan jaIJninaL ‘hukMagall iﬁdiv[du da at bertindak sesuai dengan
aturan yang berlaku, dengan masyarakat sebagai fokus utama. Kekurangan
kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakmampuan bagi individu
untuk memiliki norma yang mengikat dalam perilaku mereka.

Prinsip ini juga menjamin perlindungan terhadap hak setiap
seseorang serta juga mencegah akan penyalahgunaan kekuasaan
pemerintah. Kejelasan dan transparansi dalam  hukum untuk
menghindarkan diri dari adanya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian
dalam sistem hukum merupakan sesuatu yang menjadi sorotan dalam teori

kepastian hukum.

M Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum...... 9
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Indonesia dalam realitasnya, pemerintah harus terus meningkatkan
kekuatan sistem hukum serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan hukum, karena sering kali dan telah banyak terjadi
kasus pelanggaran hukum akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam
sistem itu sendiri. Penelitian yang berbasis pada teori kepastian hukum
akan difokuskan pada pencapaian keadilan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengikat, dengan tujuan memberikan jaminan keamanan
hukum bagi individu.*

3. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial
UNIVERSTTAS TS EAM NEGER™ ™
ang diberikan kepada pemerintah daerah dalam r. enyele raan
KIAVHAIT ACENAT SIODTE

pemerintahan di dalam wilayahnya. Dalam proses pembuatan pera

daerah, partisi;lasi [n;asyMat Jaénja(li :penlﬁ)qg sebagai implementasi
prinsip demokrasi suatu negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 menegaskan kebebasan masyarakat untuk
berserikat, berkumpul, menyuarakan pemikiran secara lisan maupun
tertulis, serta menyatakan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam
pembuatan peraturan didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang

“menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan

30Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” n.d.,
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/.
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masukan secara lisan maupun tertulis dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangan’’.31

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
hingga saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah mengimplementasikan
otonomi daerah secara luas. Di era ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD
memiliki wewenang mengeluarkan peraturan daerah, menciptakan peluang
bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri demi kemajuan dan
pemberdayaan wilayahnya secara optimal. Dalam proses penyusunan dan
pengesahan PERDA; Pemerintah Daerah dan, DPRD-harus-memperhatikan
hirarki peraturan jperundang-undangan. Oleh karena itu, PERDA harus
didasarkan pada atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-
undangan yang memiliki! tingkat' keabsahan 1ebih tinggi. PERDA yang
bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
akan dianggap tidak sah atau dapat dicabut dalam rangka pengawasan
yang bersifat opresif. Namun, daerah tidak selalu menerima dengan baik
adanya keberadaan pengujian terhadap peraturan daerah oleh pemerintah.
Banyak daerah yang keberatan jika pemerintah pada akhirnya
membatalkan PERDA yang disusun dengan susah payah dan memakan
banyak biaya dan waktu.. Mereka berpendapat bahwa undang-undang
yang telah disahkan dan dibuat demi kebaikan rakyat melalui proses yang

benar seperti PERDA, tidak boleh langsung dibatalkan. Bahkan jika

$'Hikam Mambaul, Husain Muslimin, Dan Rizky Febria Nurita, “Pembentukan Peraturan
Daerah Yang Partispatif” Bhirawa Law Journal, Vol 1, No, 84 2020
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dibatalkan, harus melalui tahapan-tahapan hukum yang sesuai dengan
hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur
dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan. Salah satu tahapan yang dimaksud adalah melalui
Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan
untuk melakukan judicial review terhadap PERDA yang dinilai
bermasalah untuk membuktikan apakah PERDA tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan
lebih tinggi atau tidak.*

Dalam. upaya, mengatasiymasalah kesejahteraan-sesial, Pemerintah
Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan_Daerah JKabupaten Jember
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
sebagai langkah “konkret! untuk ‘meningkatkan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Pasal 73 PERDA No.8 tahun
2015 menegaskan larangan bagi setiap individu, lembaga, dan badan
hukum untuk melakukan penggelandangan, mengemis dengan cara
apapun, memanfaatkan orang lain untuk tujuan tersebut, serta memberikan
uang atau barang kepada gelandangan. Pelanggaran terhadap PERDA ini
akan dikenai sanksi administratif, denda, bahkan kurungan penjara.
Meskipun papan pengumuman tentang PERDA tersebut terpasang di

sepanjang jalan, namun seiring berjalannya waktu, implementasi PERDA

%2Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, Siti Dewi Putri “Pencabutan Peraturan Daerah
Oleh Perintah Pusat”, Vol.3 No, 16 2021
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ini belum optimal, dengan masih banyaknya pelanggar yang mengabaikan
aturan tersebut.*®
Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan
manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Midgley,
kesejahteraan sosial adalah kondisi kehidupan yang tercapai saat masalah
sosial berhasil diatasi, kebutuhan manusia terpenuhi, dan peluang sosial
dimaksimalkan. Konsep ‘mi juga didefinisikan oleh ‘Zastrow, yang

mengutip National Association of Social Workers (NASW), sebagai sistem
URIVERSTTAS FQ%“‘“K \“’f“&a‘r —‘ ?a“l ‘11’*‘1”“ e
. / J

K [ ATen hi kAijuan KSEL, ka d1ka mgtur

esensia bagl elangsungan masyara at gara Juga t

pengertian keseJahteLéan SM] dala?n ULdanglUndang No. 11 tahun 2009,
yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya.
Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan upaya manusia dalam
meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemecahan masalah sosial,

pemenuhan kebutuhan, dan pemanfaatan peluang sosial.3*

$Ainun Najib Mutafakila Yusuf “Implementasi Pasal 73 Aayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

%*Umam Alfi Mubarak, “Pemikiran Isbandi Rukminto Adi Tentang Kesejahteraan Sosial
Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam, “Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, 15,



BAB II1
METODELOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian

Membahas gambaran tentang keberagaman metode yang digunakan
guna mendapatkan atau memperoleh data serta mengungkapkan pendekatan
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini, dengan
berbagai macam kegunaan dan tujuan tertentu sesuai dengan yang diteliti
penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris, yang
mewujudkan Vesensi. dari ‘penelitian [apangany Pendekatan' ‘'metedologis ini,
yangisering-disebut Sebagai ‘penetitian, fapangan, diarahkan untuk: meneliti
peristiwa-peristiway fenemena, dan seluk-beluk masyarakat yang melampaui
representasi literer belaka. *°

Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wingjosoebroto, seorang tokoh
di bidang sosiologi, penelitian semacam itu mencakup penyelidikan
berdasarkan pengalaman yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme yang
mendasari hukum dan norma-norma masyarakat. * Dalam ranah penelitian
empiris, titik fokusnya adalah meneliti realitas sosial, berusaha mengungkap
interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk perilaku manusia dan

dinamika masyarakat.*’

% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju,
2008), 124.

% Bambang Songgono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), 42.

3" Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

30
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Penelitian lapangan, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai
penelitian pengalaman, berfungsi sebagai sarana untuk menyelidiki seluk-
beluk interaksi manusia dan fenomena sosial. Tujuan utamanya terletak
pada pemeriksaan yang cermat terhadap latar belakang kontekstual,
membedah nuansa unit sosial, baik individu, kelompok, institusi, atau
seluruh masyarakat. Melalui lensa ini, penelitian empiris berusaha
menguraikan seluk-beluk perilaku masyarakat, melihat pola-pola yang
mendasari norma-norma dan konvensi masyarakat.*® Dalam penelitian ini,
prisma  penelitian empiris  digunakan untuk meneliti tantangan
implementasi peraturan daerah kabupaten jember nomer 8 tahun 2015
tentang kesejahteraan sosial [di kabupaten jember di-kecamatan kaliwates.
menjadi lokus penelitian ini_karena merupakan titik penting , yang sangat
coeok untuk/diteliti'seéara 1lmiah dan‘dénganpengawasan-empiris:

C. Pendekatan Penelitian

penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang melibatkan
pengumpulan data primer bersumber dari objek yang diteliti melalui proses
dialog atau wawancara dengan narasumber terkait. Memahami fenomena yang
dialami subjek penelitian, semisal perilaku, perspektif, serta motivasi, menjadi
tujuan utama penelitian ini, dengan mendalam dan dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, terutama terkait dengan kejadian-kejadian alamiah yang spesifik.
Dalam pendekatan ini, angka-angka tidak digunakan untuk menganalisis data,
melainkan lebih menekankan pada pemahaman kualitatif dari aspek-aspek

yang diamati.*

%8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.
*Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), 42.
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D. Lokasi Penelitian
Penelitian ini menitikberatkan pada lokasi penelitian, yang merupakan
tempat di mana peneliti mengumpulkan data yang diperlukan. Agar peneliti
memperoleh temuan yang signifikan dan baru, pemilihan lokasi penelitian
harus memperhatikan daya tarik, kekhasan, dan kesesuaian dengan
permasalahan yang diangkat. Wilayah penelitian ini dapat mencakup desa,
organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya.40 Lokast yang dipilih untuk
penelitian in1 yaitu Kabupaten Jember.
E. Subyek Penelitian
Penelitian ini melibatkan key informan sebagai metode dalam
pengumpulan/data: Dalam‘haliny peneliti akanvmengumpulkan.inform asi dari
individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling luas tentang topik
penelitian. Dalam penelitian ,iniy dataymerujuk pada semua informasi yang
diperoleh dari informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam
mengenai fokus penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data merujuk pada
individu-individu yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.41
Berikut adalah data yang peneliti tentukan:
1. Sumber Data Primer
Data yang diperoleh melalui informan berdasarkan pada temuan
yang teliti oleh peneliti merupakan data primer.** Dalam penelitian kali ini

memanfaatkan sumber data tersebut yang dihasilkan dari mewawancarai

“OT. Heru Nurgiansah, Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model
Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, (Universitas Pendidikan
Indonesia, 2018), 63.

41 Asep Hermawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

42 Moh. Nazir, Metode Penelitian , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
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secara langsung dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan guna
memperoleh temuan data secara langsung. Dalam konteks ini, berikut
adalah responden yang peneliti tetapkan:

a. Dinas Sosial.

b. Satpol PP
c. Pengamin
d. Pengemis
e. Badut

f.  Angklung

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data yang berbentuk sebuah informasi
yang hal ity diperoleh dari-berbagat”litératur-yang-berkaitan-denganddata
primer disebut sebagai data sekunder. Informasi tersebut merupakan jenis
informasi yang mencakup segala hal yang diberitahukan secara umum
berkenaan dengan bidang hukum atau yang sesuai dengan penelitian kali
ini. Data sekunder dapat berwujud dalam berbagai format seperti buku,
monografi, laporan, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai
institusi, termasuk juga data yang diperoleh dari artikel-
artikel surat kabar,*®

F. Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan dengan menggabungkan berbagai sumber data yang

tersedia disebut sebagai Teknik pengumpulan data. Jika seorang penulis

*Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
121.
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menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, pada dasarnya

mereka tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menguji keandalan data

tersebut. Ini dilakukan dengan memeriksa keandalan data melalui berbagai

teknik pengumpulan data serta sumber data yang beragam.** Dalam penelitian

ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1 Metode Observasi

Metode observasi merupakan salah satu pendekatan pengumpulan

data yang metodis dan terarah yang dilakukan secara: sistematis dan
sengaja. Metode tersebut perlu dilakukan melalui observasi atau
pengamatan—dan peneatatan. betkaitan, dengan segala, hal,yang tengah
diteliti._Pendekatan tersebut dibuat untuk memperoleh pemahaman.yang
benar atau nyata tentang situasi yang sedang berlangsung di tempat
kejadian, terutama mengenai persetijuan-dan pénolakan terkait penetapan
pemberlakuan regulasi yang ada.

2 Metode Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara penanya (peneliti) dengan

narasumber atau informan secara langsung. Dalam proses ini, interaksi
antara dua individu atau lebih dengan melakukan pertemuan secara
langsung untuk mendapatkan informasi atau penjelasan-penjelasan yang
diperlukan. Wawancara itu sendiri bertujuan untuk memperoleh
pemahaman tentang tindakan, lokasi, kondisi masyarakat, dan peristiwa

yang sedang berlangsung.

*Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.
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Secara umum, terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara
terencana dan wawancara incidental. Menyiapkan topik pertanyaan
terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi yang benar dan sesuai
merupakan wawancara terencana. Pewawancara harus mengumpulkan
sumber terkait dan membuat panduan wawancara sebelum melakukan
wawancara terjadwal. Sumber yang dipilih biasanya memiliki keahlian dan
pengalaman terkait bidang yang telah direncanakan.

Karena sifat objek “atau peristiwa yang menjadi fokus bersifat

insidental atau tidak terduga, pewawancara mungkin merasa kesulitan

UNTVERSITAS fSEANM REGER™ "™

KIAT BATT ACHMAD STHDT™
3 Metode Dokumpniasi: (VI D B R

Data dokumentasi merupakan data administrasi pendukung dari
setiap kegiatan penelitian baik data wawancara dan observasi.46 Proses
penyediaan dokumentasi memerlukan penggunaan bukti yang tepat.
Dalam penelitian ini, informasi dari masyarakat setempat dan catatan
pribadi subjek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data untuk
dianalisis.

G. Analisis Data
Peneliti lebih mengharapkan penekanan terhadap pengulasan makna

yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi melalui metode analisis data.

®Ida Bagus Gde Pujaastawa, Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan
Bahan Informasi, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4.
**Rianto Adi, Metodologi penelitian social dan hukum (Jakarta: Granit, 2004), 118.
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Dengan pendekatan ini, data mengenal topik yang diteliti dihasilkan baik

sebagai data deskriptif atau sebagai analisis klaim. Proses penelitian diawali

dengan melakukan pemeriksaan atau pengecekan pada data yang sudah

dikumpulkan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.*’

H. Keabsahan Data

Peneliti memanfaatkan trigulasi sumber-sumber data guna memastikan

kebenaran data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Triangulasi
merupakan suatu teknik memperoleh data dari tiga sumber yang berbeda,
sehingga memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif terhadap fenomena yang, diteliti., Triangulasi data jmelibatkan
berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, qbservasi, dan
lain sebagainya. Penerapan teknik triangulasi ada dua cara, yang pertama
adalah dengan menggunakan ‘triangulasi sumber,\yaitu data dari berbagai
teknik pengumpulan data dibandingkan dalam konteks fenomena yang sama.
Kedua, menggunakan triangulasi metode, yaitu data dari teknik yang sama
dibandingkan dengan sumber yang berbeda untuk memperkuat validitas
penelitian.*®

|I. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini mendeskripsikan rencana pelaksanaan penelitian,

dimulai dari rancangan awal penetapan judul, pelaksanaan penelitian
dilapangan, hingga penyusunan hasil penelitian dan laporan hasil penelitian.

Adapun tahapan yang peneliti lakukan, yakni sebagai berikut:

*"Miles Dan Hubberman, Analisis Data Kualitatif- Buku Sumber Tentang Metode Metode
Baru, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992 ), 15-20.
M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.
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1 Tahap pra lapangan
a. Menetapkan judul
b. Memilih objek penelitian
c. Menetapkan fokus masalah
d. Mengurus izin penelitian

2 Tahap Penelitian Lapangan
a. ldentifikasi objek penelitian
b. mencari sumber data baik observasi, wawancara dan dokumentasi
c. mengumpulkan data yang telah ditemukan
d. menganalisa data yang telah didapatkan, dengan menggunakan metode

yang telah ditetapkan
Dakumen, | arsip, { hasi- wawancara dan“sobservasi, | dan Jlain

sebagainya mefupakan contoh data yang digunakan. Ada dua cara
penggunaan triangulasi metodologi dalam penelitian: yang pertama adalah
triangulasi sumber, yaitu membandingkan data tentang fenomena yang
sama dari beberapa sumber, dan yang kedua adalah triangulasi metode,
yaitu membandingkan data tentang fenomena yang sama dengan
menggunakan berbagai metodologi.*’

3 Tahap Akhir Penelitian Lapangan
a. Menetapkan kesimpulan data temuan
b. Penyusunan data yang telah ditetapkan

c. Simpulan dan saran

M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian
Mendeskripsikan sesuatu yang dapat menjelaskan sebuah situasi,
keadaan, dan kondisi dari objek yang memiliki hubungan lekat dengan
penelitian.
1. Profil Kecamatan Kaliwates

Kecamatan Kaliwates, terletak di ketinggian sekitar =110 mdpl,
memiliki luas wilayah sekitar +£24,94 km2. Di sebelah utaranya,
berbatasan dengan | Kecamatan “Patrang;\ sebélah-timurnya, 'berbatasan
dedgan Kecamatan Sambersarij Sebglah sélatanya, ) berbatasad dengan
Kecamatan Ajung; dan sebelah baratnya, berbatasan dengan Kecamatan
Sukorambi. Terbagi dalam 7 Kelurahan, yakni Mangli, Sempusari,
Kaliwates, Tegal Besar, Jember Kidul, Kepatihan, dan Kebon Agung.
Kelurahan terluasnya adalah Tegal Besar, mencakup sekitar 30,55% dari
total luas Kecamatan Kaliwates, sementara Kelurahan terkecilnya adalah
Jember Kidul, dengan prosentase 7,98% dari luas wilayah kecamatan
tersebut.

Penduduk Kecamatan Kaliwates, yang tersebar di tujuh kelurahan,
mencapai jumlah total 125.855 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk tahun
2020. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Tegal Besar,
mencapai 41.851 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di

Kelurahan Kebon Agung, hanya sebanyak 6.904 jiwa. Dari total penduduk

38
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=
7%

tersebut, laki-laki berjumial »62.W dan perempuan sebanyak 63.758

y ] . .
jiwa. Data dari Dinas Ke epdudukan untuk jumlah penduduk di

Kabupaten Jember pada
dengan 58.087 jiwa laki-laki dan 59.975 jiwa perempuan. Sehingga
beberapa titik di K K lampu merah mangli, lampu
merah uro, ju daerah pol y
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

mencatat sebanyak 118.062 jiwa,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
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Lainnya.
MISI : menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Bupati memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Jember
untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, yang meliputi
perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan bantuan
sosial, serta tugas-tugas lainnya.

Berikut adalah kebijakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh pemerintah dalam pengelolaan usaha pemberdayaan dan

kesejahteraan sosial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
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a. pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan sosial melalui rehabilitas,
inovatif, preventif, promotive.
b. Kesejahteraan secara kKeberlanjutan dan terpadu yang koordinatif
dalam pengelolaannya.
c. Evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.
B. Penyajian Data
Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang
didapatkan selama dilapangan. Hasil data yang diperoleh melalui metode
wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian disusun berbentuk
laporan,skripsi.
1, Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember, No. 8
Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng
Terdapat bentuk Kebijakan® dah-Tindakan dalam pelaksanaan
peraturan daerah Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 mengenai
kesejahteraan sosial yakni, kebijakan pengawasan dan penanganan.
dengan demikian peneliti  mendapati bentuk pelaksanaan atau
implementasi dari peraturan daerah No. 8 tahun 2015 mengenai
kesejahteraan sosial yakni sebagai berikut:
a. Kebijakan dan pelaksanaan pengawasan gepeng kecamatan
kaliwates
Pengawasan administrasi merupakan salah satu bentuk
koordinasi antara pembuat peraturan dan pelaksana peraturan, yang

dalam hal ini adalah DPRD kabupaten jember dan Dinas sosial.
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Berikut hasil wawancara dengan bapak Anam Bahtiar selaku DPRD
kabupaten jember komisi D:

“Bentuk pengawasan secara administrasi perihal pelaksanaan
dari pasal tersebut mebak kami memiliki tiga Tindakan, yang
pertama adalah kontrol terhadap perda, artinya pelaksanaan dari
perda tersebut menilai apakah pelaksanaan peraturan yang kami
buat benar-benar dilaksanakan dan dinilai efektif untuk dinas
terkait dan juga Masyarakat. Yang kedua adalah anggaran.
anggaran dalam pelaksanaan setiap peraturan yang kami buat
harus melalur persentatif dari-kami serta bentuk pembiayaan
dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, hal tersebut
menjadi salah satu kewajibanagar output dari pelaksanaan
peraturan daerah tersebut dialaksanakan dengan apa yang telah
di harapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah pengawasan.
Pengawasan yang dimaksud disini hanya sebatas pengawasan
anggaran, artinya apabila seluruh Anggaran telah dipakai maka

bentuk pengawasan kami juga telah selesai”’>d

Berdasarkan, hasil wawancara, tersebut-peneliti ymendapatkan
kesimpulan“bahwa bentuk pengawasan administrasi DPRD adalah
kontrol pelaksanaan, anggaran‘dan pengawasan anggaran. perlu digaris
bawahi bahwa pengawasan administrasi hanya antar lembaga saja.
Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Agung D,
Bagian Hukum mengenai bentuk kebijakan dan pengawasan sebagai
pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015:

“Kebijakan yang kami laksanakan tentu mengacu terhadap
peraturan perundang-undangan. Pertama, Kebijakan berupa
meningkatkan koordinasi antara pemerintah, dan instansi terkait
lainnya untuk melakukan patroli dan pemantauan terhadap
kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Kami juga melakukan
penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan cara
menghadapi tindakan gepeng. Kedua kami secara aktif
menggalakkan program-program pembinaan dan pendampingan
bagi anak-anak muda di daerah ini agar mereka tidak

Y Anam Bahtiar, Diwawancarai oleh Penulis, Pada 29 Januari 2024.
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terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Kami percaya bahwa

pencegahan lebih baik daripada penindakan”.

Dari wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa
terdapat 2 kebijakan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
dinas sosial. Yang pertama yakni koordinasi dalam penindakan
pelanggaran gepeng, kedua pelaksanaan program pendampingan dan
pendampingan bagi anak muda agar tidak ikut terjerumus kedalam
dunia gepeng tersebut. Kemudian ~dilanjutkan wawancara dengan
Bapak Rengki Bagian pejabat fungsional umum Resos, mengenai
pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Jember No 8
Tahun' 2015:

“Sebenarnya-secara implisit kami'dari pihak dinas sosial hanya

sebagai penuai program kesejahteraan sosial, banyak program

atau Jkegiatan kesgjahtéraan sosial Jyang kami adakan, namun
perilah pengamen® kami” lebth+ pada* Tindakan lanjutan saja,
artinya kami memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan pembinaan
terhadap pengamen yang tetap melanggar. Mengenai
pengamanan dan penangkapan terhadap pengemis yang
melanggar hukum merupakan tanggung jawab instansi lain

seperti satpol PP dan polisi yang kemudian dari instansi

tersebut diserahkan terhadap kami untuk mendapatkan fasilitas

tersebut”.>?

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat
menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dinas sosial hanya
sebagai instansi penanganan lanjutan setelah Tindakan pengamanan

dan penangkapan oleh satpol PP dan kepolisian untuk mendapatkan

*'Bapak Agung, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.
*?Bapak Rangki, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.
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program rehabilitas dan pembinaan oleh dinas sosial kabupaten
jember.
b. Program penanganan (Gepeng) Kecamatan Kaliwates.

Peneliti menemukan beberapa bentuk penanganan gepeng di
kecamatan kaliwates sebagal salah satu evektifitas implementasi
peraturan daerah Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 mengenai
kesejahteraan sosial. Berikut adalah data wawancara yang peneliti
lakukan dengan bapak hambali” mengenai pemberdayaan ekonomi
sebagai salah satu bentuk penanganan:

“Salah satu,penanganan yang ;kami, lakukan terhadap gepeng

yaknix .programs .pemberdayaan Vekonomi. . Pemberdayaan ini

memberikan, akses terhadap pengemis dan pengamen berupa
pelatihan Kewirausahaan, /serta teknis “memberikan ' fasilitas
sebagai penunjang pemberdayaan ekonomi mereka seperti

bisnis keeil; umknmy danysemaeamnyaydan saat ini alhamdulillah
kamil laksanakan®. %

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya salah satu bentuk
penanganan adalah pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ini berupa
pemberian pelatihan kewirausahaan dan fasilitas usaha kecil seperti
UMKM. Wawancara selanjutnya dengan narasumber yang sama
dengan pertanyaan yang berbeda yakni menangani penanganan
gepeng:

“Selain dari pemberdayaan ekonomi, sektor pendidikan juga

kami perhatikan, Salah satu pendekatan utama kami adalah

melalui program pendidikan dan pelatihan khusus untuk anak-
anak jalanan. Kami telah menginisiasi berbagai program yang

bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi
anak-anak ini, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat

>*Bapak hambali, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.
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meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Program-
program tersebut mencakup berbagai aspek. Pertama, kami
memperluas akses pendidikan formal bagi anak-anak jalanan
melalui pendirian sekolah-sekolah inklusif di berbagai wilayah.
Selain itu, kami juga menyelenggarakan program pelatihan
keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja,
seperti keterampilan teknis, keahlian berwirausaha, dan
pelatihan soft skills. Kami sangat memperhatikan aspek
monitoring dan evaluasi. Kami bekerja sama dengan berbagai
lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan
pakar pendidikan untuk mengevaluasi dampak dari program-
program ini secara berkala. Kami juga melibatkan komunitas
lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program,
sehingga dapat memastikan relevansi dan efektivitas dari setiap
langkah yang kami ambil." Tentu saja, ada berbagai tantangan
yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah sumber
daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang
terlatin. Namun, kami percaya bahwa dengan komitmen dan
kerja-sama-yang kuat dari berbagai pihak; kita dapat mengatasi
tantangan! tersebut dan ‘mencapai ‘hasil. yang. pesitif dalam
mendukung anak-anak jalanan untuk mendapatkan. pendidikan
dan pelatihanyyang layak®.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
bentuk penanganan selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan,
program ini lebih diutamakan terhadap anak-anak yang ikut terlibat
kegiatan gepeng. Program tersebut berupa akses pendidikan formal
bagi anak-anak jalanan melalui pendirian sekolah-sekolah inklusif dan
pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak misbah bagian
Fungsional Umum yakni sebagai berikut:

“Hal yang paling penting tentunya adalah pemulihan

lingkungan gepeng, pemulihan ini kami menuai beberapa

program yang saat ini tetap kami jalankan yakni
mengembangkan proyek-proyek yang berkelanjutan secara
lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja bagi Gepeng dan

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat. Program ini
merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan yang kami
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tentukan Dimana tidak ada lagi kegiatan mengemis dan ngamen

di Kawasan kaliwates kabupaten jember. Sehingga tujuan dari

perda no 8 tahun 2015 akan tercapai sebagaimana visi misi

yang diinginkan”.*

Dari data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
tujuan program akhir adalah pemulihan lingkungan gepeng, dari
program ini diharapkan tidak ada lagi kegiatan mengemis dan ngamen
di Kawasan kaliwates dan kesejahteraan Masyarakat kaliwates. Selain
data wawancara peneliti juga menemukan data nama yang telah

mendapatkan penanganan gepeng yang telah dilaksanakan oleh dinas

sosial yakni sebagai berikut:

Gambar'41
DPata Gelandangan, pengemis dankorban Rasung/QDGJ
loARR ARk~ IoAlliaiAdAn
not [ nAma AL o ik NOKK KELURAHAN' | kecAMATAN | " Atamar” “KETERANGAN

1 |ROHMATULLAH _ [3509190305880007  [3509190303110057  |MANGU KAUWATES 1. JUMAT RT 003 RW 006 EX PASUNG / ODGJ
2__|misnoto 3509190407810001 _|3509102909057524 _ [MANGUI KALIWATES JLIKH. MOCH YASIN RT 001 RW 001 [EX PASUNG / ODGI
3 [umian 3509194107780037,_|3509193009051689 | MANGU _ KALIWATES JILJUMAT RT 002 RW 007 |ex pasunc s opas
4 |enpanG wai 3511114502850002 __|3509190407180001 | MANGLI KALIWATES IL. KAUMAN RT 004 RW 003 PENGAMIN/PENGEMIS
s |smraTIMAH 3509194107460100  |3509191309180007 _[maNGU KAUWATES L. KAUMAN RT 001 RW 003 PENGEMIS

PLT. LURAH MANGU

PIQIH ZULPIKAR ALLS.STP
Penata Muda Tk. |

19910922 201507 1 001

Sumber: Dinas S'osial Kab. Jember

Berdasarkan gambar tersebut, bahwa dinas sosial telah
melaksanakan penanganan terhadap beberapa orang yang terbukti
sebagai pengemis dan gelandangan yang terdiri atas 5 orang serta
kesemuanya berdomisili kaliwates. Untuk menilai Efektivitas
kebijakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 3

tahun 2015, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan

> Bapak Misbah, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 22 Januari 2024.
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pengemis dan pengamen sekitar kecamatan kaliwates kabupaten
jember yang saat ini masih beraktifitas. Pertama peneliti

mewawancarai bapak Agung D mengenai kebijakan dan penanganan

gepeng:

“Sebagai seorang pengemis, tentu saya merasa terdampak oleh
kebijakan tersebut. Saya memahami bahwa pemerintah
berusaha untuk menangani masalah sosial. yang kompleks,
tetapi kebijakan larangan tersebut sering kali membuat situasi
kami semakin sulit. Banyak dari kami yang merasa
terpinggirkan dan kehilangan sumber penghasilan yang sangat
dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dampaknya sangat
signifikan. Banyak dari kami kehilangan akses ke lokasi-lokasi
yang biasanya menjadi tempat untuk mencari rezeki, seperti
pusat-pusat keramaian dan perlintasan jalan. Hal ini membuat
kami,sulit untuk memenuhi kebutuhan,dasar-sehari-hari, seperti
makanan, tempat_tinggal; dan 'kesehatan.. Saya percaya bahwa
pendekatan yang.lebih holistik dan_berbasis pada_kemanusiaan
adalah fkunck untuk-menangani masalahy ini; Daripada hanya
mengandalkan ~larangan  dan ~ penindakan, — pemerintah
seharusnya' lebihg fokus pada penyediaan bantuan sosial,
program ‘pelatinan keterampilan, dan jalan yang lebih baik
terhadap layanan kesehatan dan perumahan bagi mereka yang
membutuhkan. jujur, saya belum melihat upaya yang memadai
dari pemerintah dalam memberikan bantuan atau dukungan
kepada kami. Terkadang ada program-program bantuan sosial
yang diluncurkan, tetapi seringkali aksesnya sulit dan bantuan
yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
kami secara berkelanjutan. Saya hanya ingin menyampaikan
bahwa di balik seringkali pandangan negatif terhadap kami,
kami juga manusia yang berusaha bertahan hidup. Kami
berharap agar masyarakat dan pemerintah lebih memahami
kondisi kami dan bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih
berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang

terlibat”.%

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan
bahwa kebijakan pemerintah dalam hal larangan sangat merugikan

pengemis, lantaran adanya kebijakan tersebut tidak menimbulkan

**Bapak Agung D, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.
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balance terhadap pengemis itu sendiri, artinya setiap program
kesejahteraan sosial pengemis tidak sangat sulit bahkan tidak dapat
mengakses program tersebut. Walaupun bisa mengakses tetapi tidak
mencukupi kehidupan sehari-harinya, sehingga pengemis tersebut
tetap melakukan aktifitasnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan
pengamen yang hingga saat ini tetap menjalankan aktivitasnya sebagai
pengamen, yakni saudara ibu aminah mengenai penanganan gepeng di
Kawasan kaliwates yakni sebagai berikut:

“Memang ~banyak program, dan, kebijakan- pemerintah yang

menurut ‘saya s baik' «fujuannya; ! namun “bagl ‘saya sendiri

kebijakan tersebut memandang kami sebelah mata,.saya pernag
mengikuti program yang'diadakan oleh pemerintah, itupun saya
ikut karana pernah di tangkap oleh satpol PP waktu itu. Saya
disana mendapatkan rehabilitas danjuga edukasi tentang tidak
baiknya hgameny Hingga saat-ini 'saya akui kegiatan saat itu
baik adanya, mengajarkan kami untuk hidup lebih mandiri dan
berusaha dengan cara yang baik. Namun saya tetap memilih
Kembali untuk mengemis, karena pemerintah hanya

memberikan pengetahuan saja tidak memberikan kami modal

usaha atau pekerjaan yang layan dan dapat mencukupi

kebutuhan saya sehari hari”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa
kebijakan dan juga penanganan pemerintah hanya sebatas kegiatan
edukasi dan pelatihan saja, sedangkan gepeng membutuhkan bantuan
secara langsung atau pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya
sehari-hari. narasumber juga memaparkan bahwa setiap gepeng akan

berhenti apabila SDM dan juga kebutuhan mereka terpenuhi.

*®Ibu Aminah, Diwawancarai oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024
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2. Upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial
Adapun upaya penegakan hukum peraturan daerah kabupaten
jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang kesejahteraan sosial. yakni proses
penegakan hukum dan sanksi hukum, serta pembinaan pelanggaran.
Berikut data yang peneliti peroleh mengenai upaya Tindakan hukum
Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomeor 8 tahun 2015:
a. Proses Tindakan hukum dan sanksi hukum
Untuk mengetahui proses Tindakan hukum terhadap gepeng
peneliti ymelakukan-wawancara dengan satpol PP yakni bapak David
Candra ketua tim regu. 1l mengenai proses Tindakan hukum, yakni
sebagai berikut:

“Kami melakukan‘tindakan hukumtétap melalui prosedur yang
telah ditetapkan dimana Langkah pertama adalah memberikan
peringatan kepada mereka untuk menghentikan aktivitas yang
melanggar hukum dan mengarahkan mereka untuk
meninggalkan lokasi tersebut. Jika mereka tidak mematuhi
peringatan tersebut, kami akan melakukan pendekatan lebih
lanjut, termasuk memberikan sanksi administratif atau
mengarahkan mereka ke lembaga yang berwenang untuk
proses hukum lebih lanjut. Kemudian kami Kolaborasi antar
instansi dalam penanganan masalah ini. Kami berkoordinasi
dengan berbagai instansi terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, dan lembaga lainnya, untuk memberikan
pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah
sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang kami
lakukan untuk memberikan alternatif bagi kelompok gepeng,
seperti bantuan sosial atau program pelatihan keterampilan”.

Peneliti menyimpulkan bahwa proses Tindakan hukum yang

dilakukan oleh Satpol PP tetap menggunakan prosedur yang

*"Bapak David Chandra, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 22 Januari 2024.
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ditetapkan. Berdasarkan prosedur satpol PP bahwa Langkah pertama
adalah Tindakan peringatan dan mengarahkan gepeng untuk tidak
melakukan aktivitasnya lagi, Tindakan yang kedua adalah sanksi
administrative dan menyerahkan kepada setiap lembaga yang
berwenang. Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan
pernyataan yang berbeda yakni mengenai tantangan dan sanksi hukum
terhadap gepeng, Adapun isis wawancara yakni sebagai berikut;
“Sanksi hukum yang diterapkan tergantung pada pelanggaran
yang dilakukan oleh mereka. Misalnya, untuk pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, sanksi
administratif seperti penindakan atau penahanan sementara
dapat diberlakukan. ,Selain ,tu, jika ada tindak-pidana yang
dilakukan, 'seperti penggunaan ! kekerasan! latau. ! pencurian,
mereka, akan diproses, sesuai dengan..hukum _pidana..yang
berlaku. Tentu, ada-Beberapd-tantanganyyang perlu dihadapi,
seperti resistensi dari kelompok gepeng itu sendiri, maSalah
kapasitas;dan jkoerdinasi antar instansi yang belum optimal.
Namun, ‘kami! tefus berupaya untuk mengatasi tantangan-

tantangan tersebut dengan meningkatkan kapasitas dan kerja
sama antar instansi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan
bahwa sanksi hukum yang diberikan diterapkan sesuai dengan Tingkat
pelanggaran yang gepang lakukan. Sanksi pertama adalah penahanan
sementara dan diserahkan kepada dinas terkait, yang kedua jika ada
Tindakan pidana yang dilakukan oleh gepeng maka pemberian sanksi
sesuai dengan tingkat pelanggaran pidana yang gepeng lakukan.
Pembinaan pelanggaran.

Pembinaan pelanggaran gelandangan dan pengemis melibatkan

pendekatan rehabilitasi sosial daripada penegakan hukum yang ketat.
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Langkah-langkah pembinaan ini dapat mencakup penyediaan tempat
tinggal yang aman, akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan
sosial, pelatihan keterampilan, serta bantuan dalam mencari pekerjaan
atau mengakses program pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk
membantu  mereka keluar dari  lingkaran kemiskinan dan
ketergantungan, serta mendukung reintegrasi mereka ke dalam
masyarakat secara produktif. berikut ini adalah data wawancara yang
peneliti lakukan dengan bapak Rangki mengenai bentuk pembinaan
oleh dinas sosial:

“Mengenaiypembinaan. pelanggaran terhadap-pengemis dan
pengamen, | kami' Ssendiri/ ‘menjalankan'. beberapa bentuk
pembinaan , yang _pertama adalah bimbingan_ sosial. dan
pelatthan olah! pangan. ‘Bimbingan' sostal ‘dan ‘pelatihan olah
pangan merupakan kegiatan pemberian pengetahuan “dan
praktek langsung untuk mengelola bahan pangan yang nantinya
dapat dipoduks® menjadi bahan ‘yang lebih baik sehingga
menjadi nilai lebih dan dapat dipasarkan, sehingga dengan hal
tersebut peserta dapat berfikir produktif untuk membangun
ekonomi kratif sektor pangan yang ada disekitar rumahnya.
yang kedua adalah bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan.
Pembinaan ini hamper sama dengan yang pertama, hanya saja
menambah kegiatan kerajinan. Yang ketiga adalah bimbingan
sosial dan sosialisai pentingnya pendidikan dan hidup layak.
Pembinaan yang ketiga ini dilakukan terhadap pelanggar yang
masih memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya dan
masih memiliki hak untuk merubah hidupnya menjadi lebih
baik serta memiliki kesempatan untuk mengharumkan bangsa
dan negara. Kemudian yang terakhir adalah ~memberikan
lapangan perkejaan dengan berkoordinasi dengan instansi atau
Lembaga penyedia pekerjaan, agar setiap pengemis dan
penganégn mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih
layak”.

*®Bapak Rangki, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.
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Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa
terdapat 3 pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai
Langkah akhir dalam proses rehabilitas pasca penangkapan atau
pengamanan oleh satpol PP atau pihak berwajib lainnya. Pembinaan
tersebut berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan olah
pangan, pembinaan sosial olah pangan dan kerajinan yang ketiga
adalah bimbingan sosial dan sosialisasi hidup produktif. Kemudian
peneliti juga melakukan wawaneara dengan bapak Agung D mengenai
pencapaian dan anggaran pembinaan yakni sebagai berikut:

“Memang ~target~ wmum untuk, setiap  pembinaan adalah

memberikan fek’ jera’ dan ‘memberikan ‘lapangan' pekerjaan

terhadap gepeng..Dari beberapa kegiatan.pembinaan yang.telah
kami laksanakan alhamdulilah’dapat dinilai berhasil walaupun
tidak'keseruluhan, Kami tidak hanya sekedar membimbing ‘atau

membina saja,pkami juga membenikan modal usaha. Melalui

pembinaan-yangtkami laksanakan mereka telah memiliki usaha

kecil-kecilan dan tidak lagi mengemis ataupun mengamen”.”

Berdasarkan wawancara tersebut dinas sosial menjelaskan
bahwa pembinaan tersebut ditujukan memberi efek jera terhadap
gepeng, dan memberikan lapangan pekerjaan. Pihak dinas sosial juga
menyediakan anggaran bagi gepeng, untuk memulai usaha kecil agar
tidak Kembali lagi menjadi pengamen atau pengemis. Selain data
wawancara diatas peneliti juga mendapatkan data pembinaan dan
anggaran yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial, yakni sebagai

berikut;

**Bapak Agung D, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024



Tabel 4.1
Kegiatan Pembinaan dan Anggaran
No | Tahun | Pembinaan | jumlah Jumlah Sumber
_peserta | anggaran Dana
1. | 2020 Bimbang 30 Rp.
sosial dan | orang 87.678.000
pelatihan
keterampilan
olah pangan
2. | 2021 Bimbingan 15 Rp.
sosial olah | orang 50.098.000
pangan  dan
kerajinan
3. 12022 Bimbingan 13 Rp.
sosial olah | orang 99.708.000
pangan  dan
kerajinan
4. 12023 Bimbingan 9 orang | Rp.
Am ial : - :
UNIVERSITAS ISLAM KEGERI

KIAI HA

T"ACHMATY STDDI( )
Berdasarkan table diatas bahwa kegiatan pembinaan télah

. ) I y L)
dilaksanakall selama MhunLBe ~turut yakni pada tahun 2020

D]
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dengan jumlah peserta 30 orang dan anggaran mencapai Rp.

87.678.000, pada tahun 2021 jumlah peserta 15 orang dengan anggaran

Rp. 50.098.000, pada tahun 2022 jumlah peserta 13 orang denga

anggaran mencapai Rp. 99.708.000 dan pada tahun 2023 peserta 9

orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 165.808.000. kemudian

terdapat data pembinaan dinas sosial dari tahun 2020-2023 dapat

dilihat pada table dibawah ini:



Tabel 4.2

Data program Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Jember

No

Program

Kegiatan

1.

Preventif

Penyuluhan dan bimbingan sosial,
pembinaan sosial, dan bantuan sosial

2.

Represif

Melalui Lembaga maupun bukan
Lembaga dengan maksud untuk
menghilangkan  dan  mencegah
meluasnya  pergelandangan  dan
penge misan di Masyarakat

3.

Rehabilitative

Meliputi usaha-usaha ' penyantunan,
pemberian latihan dan pendidikan

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2023

C. Pembahasan Temuan
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Didalam pembahasan temuan, peneliti mencoba membahas dan

menganalisis darij hasil “temuan yangy telah, didapatkan—selamaj penelitian

dilapangany yakni mengenai implementasi peraturan ;daerah~nemory 8-tahun

2015 tentang kesejahteraan sosial di kabupaten jember studi kasus kecamatan

kaliwates. Temuan' yang‘ didapatkan—oleh™peneliti berupa data berbentuk

argumentasi dengan beberapa informan antara lain mencakup pembahasan

sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8

Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, “Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap

bangsa

Indonesia  serta

memajukan kesejahteraan umum guna

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan

sosial merupakan kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial
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warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak dan
mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.60

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat melalui pelayanan sosial, dengan tujuan
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, seperti rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. *"Dari
undang-undang nomor 11 tahun 2009 untuk mewujudkan kehidupan yang
layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar
warga, negara demi tercapainya kesejahteraaan sosial-Dengan demikian
sangat jelas bahwa adanya.undang-undang tersebut untuk kemaslahatan
masyarakat. Selingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilaktkan
meliputi beberapa “bagian fyaitu“rehabilitasi% sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan Permerintah Nomer 39 Tahun 2012 merupakan turunan
dari udang-undang tersebut yang mengatur lebih rinci mengenai
implementasi dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
Peraturan ini mengatur berbagai hal seperti mekanisme penyaluran
bantuan sosial, prosedur pengelolaan dana, serta penentuan Kkriteria
penerima manfaat dari program-program sosial yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Secara keseluruhan, undang-undang nomer 11 tahun 2009 dan

peraturan pemerintah nomer 39 tahun 2012 bertujuan untuk memastikan

% Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.
®! Peraturan Pemerintah republic Isndonesia Nomor 39 Tahun 2012 BAB 1 Pasal 2.
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bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah kabupaten jember telah mengeluarkan peraturan daerah
nomor 8 tahun 2015 yang didalamnya mengatur mengenai kesejahteraan
sosial. salah satunya yang berisi tentang larangan bagi setiap orang,
Lembaga, dan atau badan hukum untuk melakukan pergelandangan,
pengemisan, prostitusi dan sejenisnya serta memperalat orang lain untuk
melakukannya. dengan demikian pemerintah kabupaten jember dalam
melaksanakan -aturan,- tersebut ~telah, imelaksanakan, ~Kebijakan dan
pengawasan ,gepeng kecamatan  kaliwates..dan_.program_.pepanganan
(Gepeng) Kecamatan Kaliwates.

Terdapat] hasil ! ‘temuan’ oleh ‘peneliti bahwa  untuk
mengefektivitaskan implementasi pemerintah kabupaten jember memiliki
kebijakan dan pengawasan terhadap pengemis atau pengamen. dalam
kebijakan tersebut pemerintah kabupaten jember yang dalam hal ini
menjadi tanggung jawab dinas sosial menjalankan program kesejahteraan
sosial dengan koordinasi pihak berwajib untuk menindak kegiatan gepeng
di kecamatan kaliwates dan melakukan pendampingan terhadap anak
dibawah umur yang tergabung dalam akitifitas gepeng tersebut. Dari
kedua kebijakan tersebut dinas sosial telah  melaksanakan
tanggungjawabnya sebagaimana dijelaskan pada pasal 74 ayat 1 dan 2

bahwa “pemerintah secara operasional melakukan pembinaan dan
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pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan
sosial sesuai dengan kewenangannya dan Masyarakat dapat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan
kesejahteraan sosial”.

Jika dianalisis sebagaimana kajian toeri pada bab II diatas, bahwa
kebijakan dinas sosial kabupaten jember telah melaksanakan sebagaimana
esensi dari teori evektifitas hukum itu sendiri, dimana Efektivitas hukum
merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan
keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh
hukumy Suatu produk-hukum bisa-dikatakan,efektif ketika produk hukum
tersebut. telah dilakukan atau dilaksanakan. dalam praktiknya.63 Maka
melalu kebijakan tersebut dinas sosial telah melaksanakan sebagaimana
amanat perda nomor-8 tahun 2015.dan nilai-nilai daripada teori efektifitas
hukum itu sendiri.

Adanya kebijakan tersebut menghadirkan beberapa bentuk program
yang dimiliki oleh dinas sosial, dari data yang peneliti peroleh bahwa
dinas sosial memiliki program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ini
memberikan akses terhadap pengemis dan pengamen berupa pelatihan
kewirausahaan serta teknis memberikan fasilitas sebagai penunjang
pemberdayaan ekonomi mereka seperti bisnis kecil. Adanya program

tersebut bahwa dinas sosial telah melaksanakan amanat dalam perda pasal

%2Sekertariat Negara Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8
Tahun 2015 pasal 74.

%Ria Ayu Novita, Aung Basuki Prasetyo,Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di
Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, 2017, Vol. 6
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32 dan pasal 34 dimana “Setiap warga miskin berhak mendapatkan
pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undang dan melaksanakan
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan™.

Sebenarnya untuk menilai evektifitas peraturan daerah No 8 tahun
2015 * tersebut, harus  menilai bagaimana fakta dilapangan terjadi.
Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan masih terdapat beberapa

kegiatan pengemis dan pengamen hingga saat ini masih beroprasi. Tidak
ONIVERSITAS TSLANY REGER ™"
i JA\\ ' \ e\ ST AN

KIAI HAIFACHMAD "STDDI1G"
pengemis dan lengamen(karena inifai 1ebih efektif dan meménuhi

kebutuhan seharl-haxk ;nerM darlp)&da Li;:ngil(&ti kebijakan dan program
yang diadakan oleh pemerintah. Jika menilai berdasarkan asas efektifitas
hukum bahwa implementasi peraturan daerah ini terdapat 2 faktor yang
masih belum di penuhi yang pertama adalah faktor sarana penegak hukum
dan kedua adalah kesadaran Masyalrakat.64 Oleh karena itu peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kebijakan dan program dijalankan namun tidak
efektif, sehingga implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor
8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial masih belum sesuai visi dan

misi yang diinginkan.

®H Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006),62
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2. Upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Sosial.

Penyelesaian pelanggaran yang massif tentu harus dilakukan upaya
hukum, agar pelanggaran dan penyelewengan hukum tidak akan terulang
Kembali. Pemerintah kabupaten jember khususnya instansi terkait yakni
dinas sosial dan satpol pp telah melakukan upaya hukum untuk menindak
pelanggar peraturan daerah kabupaten jember nomor 8 tahun 2015. Upaya
tersebut berupa proses Tindakan hukum dan pembinaan pelanggaran.

Berdasarkan. hasil ,temuan-yang, peneliti dapatkan. bahwa proses
Tindakan hukum dilakukan oleh satpol PP. proses Tindakan hukum tersebut
memiliki tiga “mekanisme yang pertama adalah teguran dengan
membubarkan aktifitas pengemis--dan ‘pengamen, yang kedua sanksi
administrasi dengan catatan perjanjian tidak mengulangi Kembali serta
membubarkan kegiatan penhgemis dan pengamen, ketiga adalah Tindakan
hukum terakhir dengan sanksi pidana, namun hal tersebut jarang dilakukan
kecuali ada hubungan hukum lain terkait tindak pidana, seperti kekerasan,
Tindakan akhir tersebut hanya menyerahkan ke dinas sosial untuk
mendapatkan rehabilitas dan pembinaan. dari proses Tindakan hukum
tersebut telah menyesuaikan dan dijalankan berdasarkan ketentuan pasal 75
ayat 1 peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 yakni apabila melanggar
ketentuan pasal 73 maka dikenakan sanksi pertama; teguran lisan, kedua;

teguran tertulis, ketiga pemberhentian kegiatan dan sanksi pembinaan.
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Upaya penegakan hukum selanjutnya adalah pembinaan
pelanggaran, dari hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian,
bahwa pembinaan pelanggaran ini merupakan Tindakan sanksi oleh dinas
sosial setelah pengemis dan pengamen menjalani penangkapan oleh satpol
PP. pembinaan pelanggaran berupa kegiatan preventif yakni Penyuluhan
dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial, kegiatan
represif yakni Melalui Lembaga ataupun bukan Lembaga dengan maksud
guna menghilangkan dan mencegah meluasnya pergelandangan dan
pengemisan di Masyarakat dan rehabilitative yakni Meliputi usaha-usaha
penyantunany— pemberian , latihan- dan, pendidikan. .Dengan, demikian
pembinaan _pelanggaran oleh.dinas sosial telah.menyesuaikan dengan.pasal
55 peraturan daeérah nomor 8 tahun 2015 yakni pembinaan pelanggaran
mendapatkan pembinaan pendidikan, bimbingah, pelatihan keterampilan,
fisik dan mental, sosial dan medis.®®

Walaupun secara administrasi dinas sosial dan instansi terkait
lainnya telah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun
2015, namun fakta dilapangan hingga saat, kegiatan pengamen dan
pengemis masih  beroperasi, hal tersebut terjadi karena kebutuhan
pengemis dan pengamen, serta tindak lanjut pemerintah yang kurang serius.
Artinya perlu Solusi dan Tindakan lain dari pemerintah sehingga kegiatan
pengamen dan pengemis tidak lagi terjadi. Sebenarnya masalah yang

mendasar bukan adanya pengemis dan pengamen yang jengkel dan tidak

®5Sekertariat negara republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8
tahun 2015 pasal 55.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Thn 2015
Tentang “Kesejahteraan Sosial”, telah dilaksanakan melalui kebijakan
pengawasan dan program penanganan sesuai dengan amanat peraturan
daerah kabupaten jember. Namun berdasarkan hasil data dan analis data
yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan peraturan daerah no 8 tahun
2015 masih tidak efektif. hingga saat ini masih terdapat kegiatan
pelanggaran—sebagaimana dimaksud, Dimana, masih-terdapat beberapa
gelandangan, pengemis dan, pengeman yang, disebabkan oleh beberapa
faktor, yakni pertama; program penanganan yang tidak tepat sasaran,
banyak Masyarakat ‘miskinang tidak memiliki pekerjaan sehingga tetap
menjalankan aktifitasnya menjadi pengamen dan pengemis. Kedua;
program pembinaan oleh dinas sosial tidak sepenuhnya dapat memberikan
Solusi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

2. Bahwa upaya hukum untuk menindak pelanggaran perda nomor § tahun
2015 pemerintah kabupaten jember melalui beberapa standart operasional
penanganan. Upaya hukum dilaksanakan oleh satpol PP dengan beberapa
Tindakan hukum. Tindakan hukum yang pertama yakni teguran dan
pembubaran, kedua sanksi administrasi dengan bentuk surat, dan yang
ketiga adalah penangkapan yang selanjutnya diserahkan kepada dinas

sosial untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitas sosial.
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